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[ SALINAN ]

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan  Konsumen (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3853);

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor
188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sigi.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sigi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tertentu
di daerah.

SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
di bidang kesehatan.

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau
area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk
tembakau.

Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus
untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk
dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih,
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana
Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang
asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan
termasuk rokok elektrik.

Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap
atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk
kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.



12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang
digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk
masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah
keluarga.

14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa
kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.

15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka,
bergerak atau tutup dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha.

16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh
masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-
sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah,
swasta dan masyarakat.

17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang dapat
dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
Penetapan KTR berasaskan :
perikemanusiaan;
keseimbangan;
keserasian,

kelestarian, dan keseimbangan kesehatan, manusia serta lingkungan;
kemanfaatan umum;

pelindungan;dan

penghormatan terhadap hak dan kewajiban.
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Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok;
b. membudayakan hidup sehat;

c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Daerah ini adalah tidak ada ruang merokok di tempat
umum/tempat kerja tertutup.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
Setiap orang berhak atas :
a. lingkungan yang sehat untuk mempertahankan serta mewujudkan derajat
kesehatan setinggi-tingginya;
b. udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;dan
c. informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan
bahayanya untuk kesehatan.



Pasal 6

Setiap orang berkewajiban :

a.

b.

C.

menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang
sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial;

berperilaku hidup sehat untuk mempertahankan, dan memajukan kesehatan
yang setinggi-tingginya;dan

memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

KTR meliputi :
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(2)

fasilitas pelayanan kesehatan;

tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar;
tempat anak bermain;

tempat ibadah;

angkutan umum;

tempat kerja;dan

tempat umum.

Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
adalah :

a. rumah sakit;

b. pusat kesehatan masyarakat;

c. tempat praktik dokter;

d. klinik;

e. tempat praktik bidan;

f. posyandu;dan

g. apotek.

Tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah :

sekolah;

perguruan tinggi;

balai pendidikan dan pelatihan;

perpustakaan;

ruang praktik/laboratorium;

museum;dan

g. pondok pesantren.
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(3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah :

a. pendidikan anak usia dini;
b. tempat penitipan anak;dan
c. arena bermain anak-anak.

(4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah :

. masjid;

. mushola;
gereja;

. kapel;
pura;
wihara;dan
g. kelenteng.
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(5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah:

a. bus umum;



b. angkutan kota;dan
c. angkutan perdesaan.

(6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah :

(7)

(8)

9)

(1)
(2)

(1)

(1)
(2)

(3)

. perkantoran pemerintah;
. perkantoran swasta;
industri/pabrik;
. stasiun pengisian bahan bakar umum;dan
stasiun pengisian bahan bakar gas.
empat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah :
. pasar;
. terminal,
tempat wisata;
. bandara;
hotel,;
halte;
gedung pertemuan;
. pertokoan;
fasilitas olahraga;
tempat hiburan;dan
. restoran.
Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.
Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), dan ayat (7)
sampai batas kucuran air dari atap paling luar di tempat dan/atau gedung
tertutup.
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BAB V
PERSYARATAN

Pasal 9

Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 berkewajiban menerapkan KTR.

Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 10

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) harus memenuhi persyaratan :

a. tempat terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang
digunakan untuk beraktivitas;

c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;dan

d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 11

Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 harus dipasang tanda larangan merokok.

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang
di pintu masuk pada tempat yang mudah terlihat.

Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.



BAB VI
LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Setiap orang dilarang menjual rokok di KTR kecuali di pasar, terminal, tempat
wisata, pertokoan, dan hotel.

(1)
(2)

(3)

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dalam terwujudnya KTR.

Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Daerah bekerjasama dengan penanggungjawab tempat yang
ditetapkan sebagai KTR.

Selain pengendalian Pemerintah Daerah pada KTR, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengendalian terhadap iklan rokok.

Pasal 14

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan
masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat
mengenai bahaya rokok.

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Pasal 15

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produsen rokok dan/atau
bertujuan untuk mempromosikan rokok dilarang mengikutsertakan siswa
atau anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan sanksi penghentian kegiatan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh :

individu /perseorangan;

kelompok;

badan hukum;

badan usaha;

lembaga;atau

organisasi.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dalam bentuk :

a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;

b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan,
pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;

c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian
penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;dan

d. berperan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumabh.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai
kemampuan keuangan Daerah atau bentuk lain yang diperlukan bagi
terwujudnya KTR.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KTR.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
melimpahkan kepada SKPD Pelaksana.

Pasal 19

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas
penyelenggaraan KTR dengan cara :
a. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak
merokok;
b. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, dan pengembangan
kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
c. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional
atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR;dan
d. memberikan penghargaan kepada lembaga atau perorangan yang telah
berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.
(2) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian penghargaan terhadap lembaga
maupun perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan
dalam petunjuk teknis.

Pasal 20

(1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik
siang maupun malam dan/atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja
untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.

(3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan
lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.

(4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim
berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR.
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(2)

(2)

(3)

(1)

(3)

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati
melimpahkan kepada SKPD Pelaksana.

Pasal 22

SKPD Pelaksana melakukan pengawasan terhadap KTR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk

mengetahui :

a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR;dan

b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab KTR terhadap ketentuan
penyelenggaraan KTR.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), SKPD Pelaksana melakukan koordinasi dengan pimpinan atau

penanggungjawab KTR.

Pasal 23

Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan

terhadap setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), pimpinan atau penanggungjawab KTR berwenang :

a. memasang tanda rambu "Dilarang Merokok";

b. melarang adanya asbak di KTR;

c. menegur setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi wilayah
kerjanya;dan

d. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ untuk meninggalkan KTR.

Dalam hal pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah

Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka pimpinan atau penanggungjawab KTR dikenakan sanksi administratif

oleh Bupati berupa :

a. peringatan lisan;dan/atau

b. peringatan tertulis.

Tata cara mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) di laksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 24

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

(1)

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;



(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;

f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf d;

g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
saksi atau tersangka;

h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik
Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa tidak terdapat cukup bukti,
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;dan/atau

i. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat
dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum

melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau
mempromosikan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling
banyak Rp.500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah).

Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp.500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah).

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas
Daerah setelah ditetapkan oleh Pengadilan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 dan Pasal 26, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus

menerus yang dilaksanakan oleh tim.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan
elektronik.

b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat,
kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk
hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR.

d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari
paparan asap rokok.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama

1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 28 Desember 2016

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,
ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 130, 08/2016

Salinan sesuai déggan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT RAERAH KABUPATEN SIGI

Nip. 197005022000121004
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan
upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya dilaksanakan sebagai upaya bagi pembentukan sumber daya manusia
Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan
nasional.

Upaya yang dilakukan melalui perwujudan paradigma sehat dengan
pengendalian penggunaan rokok, mengingat dampak negatif pada kesehatan
telah lama diketahui. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu
sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).
Perokok mempunyai risiko dua sampai empat kali lipat untuk terkena penyakit
jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk
melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Selain itu
bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan manusia melalui terwujud dan
terpeliharanya derajat kesehatan. Salah satu komponen untuk terwujudnya
kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak
atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan
upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat
sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan
kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok,
baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan.

Penetapan kawasan tanpa rokok perlu diberikan landasan dan kepastian
hukum bagi semua pihak yang terlibat, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten
Sigi menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
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Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Ayat (1) huruf b termasuk jaringannya puskemas pembantu dan pusat

kesehatan desa.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
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